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TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 155,

dan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010

tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri  Perhubungan  tentang  Penyelenggaraan dan

Pengusahaan Keagenan Kapal,

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5731);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelabuhan Batam;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas



Menetapkan

10.

11.

12.

2016, No. 92

Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 628);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1523);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN
KAPAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk
mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut
asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional

selama berada di Indonesia.
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Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan
angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang
melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah
perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di
luar negeri.

Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan
angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya
melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari
pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka
bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar
negeri.

Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk
melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang
usaha pokoknya.

Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan
usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan
kapal.

Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional
atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk
melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh
perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus
kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
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pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya.

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan
secara komersial.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga
Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di
bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi
kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan
pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Unit  Penyelenggara  Pelabuhan adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan wusaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan

Laut.



